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Pengertian 1. Instansi Pemerintahan 

Instansi pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementerian, Departemen 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekteriatan Lembaga Tinggi Negara, 

Markas Besar TNI ( meliputi : Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, 

Angakatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di 

Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat 

Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Lembaga/Badan Lainnya yang di biayai dari 

anggaran Negara. 

2. Akuntabilitasi 

Akuntabilitasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan 

kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk 

meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 



3. Kinerja Instansi Pemerintah 

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran 

ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis 

instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di 

tetapkan. 

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksaan 

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

system pertanggungjaban secara priodik. 

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrument 

yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. 

Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu Panduan Penyusunan Laporan 

Akuntability Kinerja Instansi Pemerintah/ LAKIP 3 Kesatuan yaitu perencanaan 

strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.  

6. Perencanaan Strategis 

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun secara sistematis 

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan.  

Potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini 

menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat 

visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan 

dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 



7. Perencanaan Kinerja 

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan idikator 

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja SOPD. Hasil dari 

proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen 

Penetapan Kinerja SOPD.  

8. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis 

instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap 

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran. 

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan 

keterkaitan pencapaian kinerja kagiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana 

strategis. 

9. Lapran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan 

disampaikan secara sistematik dan melembaga. 

Tujuan 1. Mengumpan balik pencapaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten melalui 

pengukuran keberhasilan dan kegagalan 

2. Mencari strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan dating 

Kebijakan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 



Pemerintahan. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

6. Instruktur Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. 

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 

10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja. 

11. KEPMENPAN Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja. 

12. Peraturan Meneteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah. 

13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementarian Negara Republik Indonesia. 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementarian Negara 

Birokrasi. 

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NO URAIAN PROSEDUR 
PELAKSANA MUTU BUKU 

Ket 
Kepala Dinas Sekretaris 

Kasubag 
Program 

Staf/Jabatan 
Fungsional Umum 

Kelengkapan dan 
Peralatan 

Waktu Output 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Memerintahkan penyusunan LAKIP      Disposisi surat  5 Menit Disposisi surat  - 

2. Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-

masing bidang dan sekretariat 

    Format penyusunan 

LAKIP  

2 Jam Format 

penyusunan 

LAKIP 

- 

3. Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada 

masing-masing bidang dan sekretariat 

    Format penyusunan 

LAKIP 

1 Jam Format 

penyusunan 

LAKIP 

- 

4. Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing 

bidang dan sekretariat 

    Format penyusunan 

LAKIP 

3 Jam Format 

penyusunan 

LAKIP 

- 

5. Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah 

terkumpul 

    Format penyusunan 

LAKIP 

4 Hari Draft LAKIP SOP 

perjanjian 

kinerja 

6. Membuat Dokumen LAKIP      Draft LAKIP 2 Hari Dokumen LAKIP SOP 

perjanjian 

kinerja 

7. Mengoreksi Dokumen LAKIP     Dokumen LAKIP 1 Hari Dokumen LAKIP - 

8. Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kadis untuk memintakan 

persetujuan  

    Dokumen LAKIP 1 Jam Dokumen LAKIP Konsep 

LAKIP 

9. Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Kaban kemudian diteruskan 

ke Kasubbag Program 

    Dokumen LAKIP 10 Menit Disposisi 

persetujuan 

dokumen LAKIP 

Dokumen 

LAKIP 

MULAI 



10. Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, 

kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju 

    Konsep surat 

pengantar  

15 Menit Surat pengantar  - 

11. Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LAKIP     Dokumen LAKIP 1 Jam Dokumen LAKIP - 

Unit Terkait: 1. Inspektorat 

2. Bapppeda 
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